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ABSTRAR SKRIPSI

Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut
PBB) di dalasm pertumbuhannya sejak didirikan pada tahun
1945 merupakan suatu bentuk oraganisasi internasional
agak lama bertahannya jika dibandingkan dengan Liga
Bangsa-bangsa, kendati dalam perjalanannya terdapat ke-
kurangan-kekurangan di dalam pemeliharaan perdsmalan dan
keamanan internasional. Hal ini juga dikemukakan oleh
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada sidang umum
PBB yang ke 37 di New York pads tanggal 30 September
1982.

PBB merupskan organisasi internasional yang paling
besar di dalam sejarah pertumbuhan kerja sama di antars
negara-negara yang ada di dunia. PBB telah meletakkan ke-
rangka konstitusionalnya melalui instrumen pokok yang be-
rupa suatu pisgam dengsn suatu tujuan untuk menghindari
terjadinya perang dunia yang pernsh terjadi dan menimbul-
kan bencana bagi umat manusia. Di samping itu piagam PBB
telah meletakkan prinsip-prinsip guna pemeliharaan dunia
dan keamsnan internasional, meningkatkan hubungan dan
mencapai kerja sama untuk semua bidang. Oleh karenanya,
semua negara mempunyai kewaiiban menghormati persamaan
bagi semua bangsa, tidak menggunakan ancaman ataupun ke-

kerasan terhadap kemerdeksan kedsulatan dan kesutuhan



suatu wilaysh negara, tidak mencampuri urusan dalam nege-
ri suatu negara, serta berusaha menyelesaikan pertikaian
antar negarsa secara damai.

PBR sebagai suatu sistem yang mempunyai lingkup
kegistan yang cukup luas, salah satuo fungsinya merupakan
lembaga yang berperan untuk memelihara perdsmaian dan ke-
smanan internasional. Peran demikian ini dapat dilihat
dari Dewan Keamanan yang merupakan bagian dari PBB. Dewan
Keamanan sebagsi lembags yang berperan untuk menanggu-
langi perdamaian dan keamanan internasional sebsagaimana
tujuan yang dikehendaki oleh PBB. Untuk itu, dewan ke-
amanan PBB mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan
kebijaksanaan untuk menanggulangi senghketa~-sengketsa yang
dapat membshayskasn perdamaian dan kesmanan internasional,
dan peristiws yvang dapat mengancam perdamaian.

Mekanisme Dewan Keamanan dalan menjalankan fungsi-
nya dapat dilihat adanyas lembaga "veto” yang hanys di-
miliki oleh (5 Lima) anggota tetap Dewan Keamanan, yakni
Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Republik Rakyat Cins,
dan Inggris. Veto yang dipunyai oleh negara anggota tetap
Dewsn Kesmanan tersebut askan berpengaruh terhadap pemeli-
haraan perdsmaian dan keamanan internasional. Hal ini
terbukti aspsbila masalah yang diajukan kepada Dewan Ke-
amanan PBB menyangkut kepentingsn negara anggota tetap

Dewan Keamasnan PBB. Oleh karenanya, negara anggota Dewan



Keamsnan tersebut tidak menutup kemungkinan memveto
putusan Dewan Keamanan. Dengan demikian, masalah yang di-
ajukan kepada Dewan RKeamanan tersebut akan mentah kembali
tanpa adanya suatu penyelesaian dari Dewan Keamanan se-
bagsi salah satu lembaga PBB yang mempunyai fungsi me-
melihars perdamaian dan kesmanan internasional. Komposisi
Dewan Keamanan demikian ini dalsam menjalankan fungsinya
sebagian besar ditentukan oleh anggota tetsp.

Untuk menghadaspi kegagalan Dewan Keamanan PBB ter-
sebut, PBB melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikat-
nya hanya mempunyai kekustan moral dan politik sajs.
Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan sidang khusus
Majelis Umum PBB dan sidang khusus darurat. Sidsng khusus
Majelis Umum PBB dapat diadakan untuk membicarakan massa-
lah ysng tidak ditanggapi secara positif atau karens ke-
gagalan Dewan Keamanan PBB. Galibnys, sidang secara demi-
kian ini menghasilkan suatu resclusi. Demikian pula pada
sidang darurat juga menghasilkan suatu resolusi. Penggu-
nasn resolusi demikiasn ini dapat dilihat pada saat negars
Uni Sovyet menggunakan hak vetonya dalam menyelesaikan
persoalan Korea pada tahun 1950. Pada saat itu piala Maje-
lis umum PBB dalam sidangnya menghasilkan "Uniting for
Peace Resolution’, resolusi ini diprakarsai oleh negara
Amerika Serikat untuk mengelak veto yang dikeluarkan oleh

negara Uni Sovyet dalam Dewan Keamanan. Resolusi semacam



demikian ini dalam kenystasnnysa memang pernah membantu

dalam penyelessian krisis Suez pada tahun 1958 dan krisis

Libanon pada tahun 1958.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas tampsk
ada permasalshan yang menyangkut resolusi, khususnya
mengenai kekuatan berlakunys. Permasalahan ini timbul di-
sebabkan karens pada hakikatnya bentuk rescolusi bukan me-
rupakan “produk hukum”, dan tentunya juga bukan merupakan
sumber hukum internasional. Atas dasar tersebut, saya
hendak mengkaji lebih lanjut tentang keberadaan resolusi
dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. Adapun
permasalahan yang hendsk dibahas adalah : Bagaimansa ke-
kuatan berlakunys resolusi Majelis Umum PBB di dalam me-
nyelesaikan masalah-mssalah internasional ?

Ada beberapa tujuan penelitiesn yang perlu dike-
mukakan, yakni
a. Untuk memperocleh data-data yang dapat dipergunakan se-

bagai bahan penyusunsan skripsi. Di samping itu, pe-
nelitian dimaksudkan untuk mencapai validitas pe-
nyusunan skripsi yang dspst dipertanggungjawabkan.

b. Untuk mengetshui lebih lanjut tentang resolusi Majelis
Umum PBB, yvang pada perkembangannys oleh masyarakat
internasional dipergunaksn sebagai salah satu alterna-
tif untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional,

khususnya vsng menyangkut kekuatan berlakunya resolusi



Majelis Umom PBB di dalam menyelesaikan masalah inter-
nasional.

Penelitian dslam penyusunan skripsi ini diawali
dengan melskukan pendekatan masalah yang akan dibahas
dengan menggunskan metoda yuridis normatif, yakni pen-
dekatan masalsh dengan.meninjan ketentuan~ketentusn yang
mengatur tentang hukum internasional pads umumnysa, khuo-
susnya ketentuan yang mengatur tentang lembaga PBB seba-
gaimana yang terdapat dalam Piagam PBB.

Selanjutnya data yang akan dipergunakan dalam pe-
nyusunan skripsi ini adslah berupa dats sekunder. Oleh
karena itu, data-data yang diteliti dalam rangka pe-
nyusunan skripsi ini berupa bahan hukum primer, yakni ke-
tentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum internasional
pada umumnya dan ketentuan yang mengatur PBB pada khusus-
nys sebagaimana yang terdapat dazlam Pisgam PBB. Di sam-
ping itu, juga dilakukan penelitian terhsdsp bahan hukum
sekunder, yakni penjelasan-penjelasan tentang bahan hukum
primer, yang di dapat dari buku-buku, bahan kuliah, dan
bahan tertulis lainnya yang terdapat di Perpustakasn Uni-
versitas Surabaya dan koleksi pribadi. Untuk menunjang
data tersebut, juga diperocleh informasi dari Pusat Infor-
masi PBB di Indonesia, baik dalam bentuk tertulis maupun
dalam bentuk lisan.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara mem-



baca, mempelajari serta mengsnalisis data sekunder atau
bahan kepustakaan sebsgaimana lszimnya yang dilakukan
pada penelitian yang bersifat yuridis-normatif, antara
lain bahan kepustakasn dan hukum internasional. Di sam-
ping itu, untuk menunjang data sekunder, dalam penyusunan
skripsi ini juga dilakukan wawancara dengan Pusat Infor-
masi PBB di Indonesia. Adapun metode wawancara yang di-
pergunakan adalah wawancara tidsk ber-struktur. Langkah
selanjutnys setelah pengumpulan data adalah pengolahan
data. Pengolshan data dalam skripsi ini dilakukan dengsan
menggunakan metode deduksi, yakni meninjau tentang hukum
internasional yang mempunyai kekuatan hukum kemudian di-
kaitkan dengan resolusi Majelis Umum PBB yang secara
praktis dipergunskan untuk menyelesaikan masalah-masalsh
internasional. Setelah itu, data dianalisis secara kuali-
tatif, yakni mengacu pads asas-8sas hukum dan sistem
hukum yang terdapat pada hukum internssional yang men-
cakup hak dan kewajiban, subyek hukum dan peristiwa
hukum, kemudian dipaparkan secara deskriptip-analistis.
Waktu penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
ini dilakukan selama 5 (bulan), yang terdiri dari dua
fuse. Fase pertama merupakan fase penelitian bahan-bahan
kepustakaan dan hukum internasional, yang dimulai padsa
tanggal 8 Agustus 1990 sampai 10 Januari 1981. Sedangkan

untuk fase kedua diadakan penelitian yang dilakukan pada



Pusat Informasi PBB di Jskarts dimulsi 12 Januari 1881

sampai 8 Maret 1981.

Penelitian yang diperoleh berupa pokok-pokok
pikiran sebagaimana berikut ini

a. Resolusi Msjelis Umum PBB terdiri dari klausula pream-
bul atau deklarstif dan klsusula operatif. Resolusi
Majelis Umum PBB yang bersifat internal adalsh meng-
ikat, kecuasli secara eksplisit dinyatakan sebagai re-
komendasi. Resolusi Majelis Umum PBB yang bersifat
eksternal hakikatnya berbentuk rekomendasi, dan dalam
hukum internasional tidak mengikat, skan tetapi dari
sebagian rekomendasi ada yang bersifat "psedoagree-
ments” .

b. Ditinjau dari aspek perkembangannya, resolusi Majelis
Umum PBB dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk
menyelesaikan masalah internasional di samping reso-
lusi Dewan Keamanan PBB, ﬁahkamah Internasional, atau-
pun ketentusn-ketentusn lain yang mengatur tentang
hukum internasional.

¢. Resolusi Majelis Umum akan mempunyai kekuatan mengikat
apabila sudah mengarah pada kebiasaan internasional.
Dengan demikian, resolusi Majelis Umum PBB tidak dapat
dipergunakan sebagai dasar yang bersifat langsung dan
seketika dalsm menyelesaiksn masalsh internasional.

Keberhasilan resolusi Majelis Umum PBB dalam menyele-



saikan masalah internasional dipengaruhi oleh keingin-
an yang kuat dari Majelis Umum PBB dan persetujuan
terhadap resolusi yang diberikan oleh anggota.

Obyek yang diteliti dalam rangka penyusunan skrip-
si ini sesuai dengsn bashan-bahan yang hendak diteliti,
yang berupa teori-teori yang terdapat dalam kepustakasan
dsn hukum internasional, khususnys yang menyanghut produ-
produk dikeluarkan ocleh Majelis Umum PBB dalam rangka
menyelesaikan masalah-masalah internasional. Di samping
jtu, penelitian juga dilakukan terhadap resolusi Majelis
Umum PBB yang berlakunya bersifat eksternal, vang pada
hakikatnya dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masa-
lah internasional.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakasan
Universitas Sursbays di samping dilakukan di perpustakaan
pribadi. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada Pusat
Informasi PBB di Jakartsa.

Ditinjau dari sifat dan hsakikatnya, keputusan
Majelis Umum ternyata beraneka ragam, baik yang berupa
resolusi Majelis Umum sebagsi pengejawantahan kemenangan
politik sampai pada bentuk konvensi. Oleh karens itu,
resolusi Majelis Umum tidsk dapat ditarik secara umum
mengenai kekuatan berlakunya. Salah satu alternatif untuk
mengetahui kekuatan berlakunys resolusi dapat dilakukan

dengan cara mengkaji satu persatu resclusi yang diputus-



kan oleh Majelis Umum, baik ditinjau dari segi kepenting-
an resolusi, obyek resolusi maupun ruang lingkupnya.

Resolusi Majelis Umum PBR ysng menyangkut persoal-
an internal adalah mengikat, kecuali secars eksplisit di-
nyatakan sebagai rekomendasi. Salah satu bukti adanya re-
solusi yang mempunyai kekuatan hukum dapst dilihat pada
bentuk resolusi yang mengatur tentang kewajiban anggota
dalam membayar iuran kepada PBB, yang di dalamnys terdsa-
pat sanksi hukum. Sedangkan resolusi Majelis Umum PBB
yang mengatur tentang masalah eksternal pada hakikatnysa
berbentuk rekomendasi dan di dalam hukum internasional
tidak mengikat, skan tetspi dari sebagian rekomendasi ada
vang bersifat ”psedoagreements". Dengan demikian, ada be-
beraps resolusi Majelis Umum PBB adalah mengikat dan mem-
berikan sumbangan bagi hukum Internasional.

Ads beberaps resolusi Majelis Umum PBB mempunyai
kekuatan hukum, aksn tetapi kekuatsn hukum yang terdapat
dalam resclusi Mejelis Umum tersebut tidak dapat digene-
ralisasi. Kekuatan resolusi Majelis Umum PBB tergantung
pada persetujuan di antara sebagian besar negara-negara
dan persetujuan secara diam-diam dari sebagisn kecil

negara-negara.



